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PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 82 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 36 TAHUN
2010 TENTANG BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,

Menimbang

Mengingat

DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem

penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan di Provinsi
Jawa Barat, telah dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhah
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat
berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun
2010;

. bahwa dengan dibentuknya Organisasi Tata Kerja Sekretariat

Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan
Kehutanan Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Badan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur Jawa Barat;

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3478);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5073):

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844):

o



Menetapkan

9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan Pemerintahan antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)

13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46)

14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan
Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 139);

15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Badan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2010 Nomor 36 Seri E);

MEMUTUSKAN

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 36 TAHUN
2010 TENTANG BADAN KOORDINASI PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA
BARAT.
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Pasal |

Mengubah ketentuan mengenai Susunan keanggotaan Badan
Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam Lampiran Il Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2010 tentang Badan
Koordinasi Penyuluhah, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2010 Nomor 36 Seri E), sebagai berikut:

No. Jabatan/Instansi Kedudukan
1 2 3
1. | Gubernur Jawa Barat Ketua, merangkap
Anggota
2. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | Wakil Ketua merangkap
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Anggota
3. | Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan | Sekretaris merangkap
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Anggota
Jawa Barat
4. | Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan | Anggota
Provinsi Jawa Barat
5. | Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Anggota
Jawa Barat
6. | Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Anggota
7. | Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Anggota
8. | Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Anggota
9. | Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Anggota
Provinsi Jawa Barat
10. | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Anggota
Provinsi Jawa Barat
11. | Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Anggota
dan Menengah Provinsi Jawa Barat
12. | Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | Anggota
Provinsi Jawa Barat
13. | Kepala Biro Bina Produksi Sekretariat Daerah Anggota
Provinsi Jawa Barat
14. | Kepala Biro Administrasi Perekonomian Anggota
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
15. | Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Anggota
Pemerintahah Desa Provinsi Jawa Barat
16 | Kelompok Fungsional Penyuluh Pertanian, Anggota

Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat




Pasal Il
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
da tanggal 30 Desember 2013

p

ERKUR JAWA BARAT,

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2013

"OERRE] ARIS DAERAH

JAWA BARAT
g

AWAN RIDWAN, MMA
Pembina Utama Madya
NIP. 19561224 1982031 012
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